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ABSTRAKS

Lahirnya PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mulai berlaku sejak tahun 2006
membuat seluruh perangkat pemerintahan berusaha menjalankan prinsip-prinsip yang termuat dalam SAP
tersebut, sayangnya masih banyak staf dan pejabat akuntansi pemerintahan yang tidak memiliki latar belakang
akuntansi sehingga pelaksanaannya menjadi kendala. IT sebagai bidang komputerisasi seharusnya mampu
menjembatani kendala tersebut dengan melakukakan otomasi terhadap aktifitas-aktifitas akuntansi yang
dimasukkan kedalan aktifitas transaksional petugas sehingga operasional harian akan otomatis membentuk
Jjurnal-jurnal akuntansi tanpa disadari oleh petugas. Diperlukan pula fasilitas untuk menelusuri seluruh nilai
yang muncul dalam laporan guna memudahkan petugas melakukan audit secara mandiri sebelum laporan

keuangan diserahkan ke auditor external dan DPRD.

Kata Kunci: sistem informasi, akuntansi keuangan daerah, udit
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tahun 2003 telah lahir UU Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan
adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan
sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi
pemerintah yang merupakan tonggak sejarah
lahirnya PP 24 tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, hal ini penting mengingat
tanpa standar tersebut, pemerintah tidak memiliki
dasar dan acuan standar pemeriksaan keuangan.

Satu tahun berikutnya, lahir Permendagri No. 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah  yang  merupakan  pengganti  dari
Kepmendagri No 29 tahun 2002. Pedoman tersebut
menjelaskan secara rinci tugas, wewenang dan
prosedur-prosedur tatalaksana keuangan daerah yang
lengkap dengan lampiran dan dokumen-dokumen
operasional mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Satu tahun berikutnya, peraturan ini direvisi dengan
terbitnya Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang
perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006.

Penjabaran lebih rinci tentang tugas bendahara
dalam pengelolaan tatausaha dan pelaporannya
diatur lebih detail melalui Permendagri No. 55 tahun
2008 sebagai dasar pembukuan bendahara untuk
kemudian di akuisisi oleh bagian akuntansi dan
pelaporan sesuai PP 24/2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai lembaga publik, pemerintah harus
mampu  mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangannya secara benar melalui pengesahan
sebuah badan yang bertugas melakukan auditing /
pemeriksaan keuangan daerah, lembaga tersebut
adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai
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badan Negara yang independen, BPK melakukan
audit secara komprehensif dan memberikan opini
mengenai tingkat kewajaran laporan tersebut
sebelum dilaporkan ke DPR.

1.2  Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

Meneliti tentang prosedur-prosedur dan bagan
pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri
No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 55
tahun 2008 kemudian memformulasikan dalam
bentuk form transaksi.

Meneliti tentang prosedur-prosedur dan bagan
pelaporan keuangan daerah berdasarkan PP
24/2005 kemudian memformulasikan dalam
bentuk output dan audit trial.

Meneliti tentang konversi bagan pengelolaan
keuangan antara Permendagri No. 13 tahun
2006 dan penyajian laporan berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan pada PP
24/2005.

Menganalisis dan merancang system informasi
akuntansi sektor publik yang memudahkan
pengelola keuangan daerah dalam melakukan
operasional keuangan dan otomasi pelaporan
keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip
akuntansi yang termuat dalam PP 24/2005.
Membuat Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi
yang dapat digunakan untuk melakukan self
auditing  (audit secara mandiri) untuk
menghadapi auditor external pada laporan akhir
keuangan daerah
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1.3  Tujuan dan Manfaat
(1) Tujuan

a) Merancang system informasi akuntansi
sektor publik yang dapat membantu
pengelola keuangan dalam melakukan
jurnal-jurnal  akuntansi otomatis dan
membuat laporan akhir keuangan daerah.
Merancang system yang dapat memberikan
kemudahan bagi pengelola keuangan dalam
melakukan audit secara mandiri terhadap
operasional keuangan yang dikelolanya.
Merancang system yang dapat melakukan
interaksi data melalui query SQL untuk
mendapatkan data-data keuangan yang
spesifik dan mendalam untuk kepentingan
audit.
Manfaat
a) Memudahkan pengelola keuangan daerah
dalam melakukan pencatatan-pencatatan
akunting tanpa harus melakukan jurnal
secara manual.
Memudahkan pejabat pengguna anggaran
dalam  pelaporan  pertanggungjawaban
keuangan sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.
Memudahkan pengelola keuangan dalam
melakukan audit secara mandiri terhadap
proses pengelolaan internal sebelum
laporan dikeluarkan ke badan pemeriksa
maupun pertanggungjawaban di DPR-D.

b)

c)

(@)

b)

c)

1.4  Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan
studi pustaka dan perancangan system menggunakan
OOAD (Object Oriented Analysis dan Design)
dengan desain object menggunakan UML Class

Diagram dan Use Case Diagram.

2.
21

LANDASAN TEORI
Definisi

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih
komponen-komponen yang saling berhubungan,
yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujaun.
Sistem hamper selalu terdiri dari beberapa subsistem
kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus
yang penting untuk dan mendukung bagi system
yang lebih besar, tempat mereka berada.

Sistem Informasi merupakan sekumpulan
komponen yang saling berinteraksi dan bekerjasama
untuk menerima masukan, melakukan pemrosesan,
menciptakan keluaran, melakukan kontrol dan
penyimpanan untuk merubah data menjadi suatu
informasi yang dapat digunakan untuk melakukan
peramalan, perencanaan, pengendalian, koordinasi,
pembuatan keputusan dan pendukung aktivitas
operasional organisasi [Bocij, 1999)

Sistem Informasi Akuntansi adalah sekumpulan
komponen yang terdiri dari :

a. Orang-orang yang mengoperasikan system
tersebut dan melaksanakan berabagai fungsi.
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Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang
terotomatisasi, yang dilibatkan dalam
mengumpulkan, memproses, dan menyimpan
data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.

Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
Software yang dipakai untuk memproses data
organisasi.

Infrastruktur teknologi informasi, termasuk
komputer, peralatan pendukung (peripheral
device), dan peralatan untuk komunikasi
jaringan.

Sistem Informasi Akuntansi berfungsi untuk
kepentingan organisasi dalam hal :
Mengumpulkan dan menyimpan data tentang
aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh
organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh
aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku
yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut,
agar pihak manajemen, para pegawai, dan
pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat
meninjau ulang (review) hal-hal yang telah
terjadi.

Mengubah data menjadi informasi yang berguna
bagi pihak manajemen untuk membuat
keputusan  dalam  aktivitas  perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan.

Menyediakan pengendalian yang memadai
untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk
data organisasi, untuk memastikan bahwa data
tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan
andal..

2.2 Audit Sektor Publik

Audit adalah suatu proses sistematik dan
objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti
yang berkenaan dengan penyataan (assertion)
tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna
memastikan derajat atau tingkat hubungan antara
pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta
mengomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan audit laporan keuangan adalah, untuk
menunjukkan, dengan dasar yang cukup dan tepat
dari bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan
telah menyajikan dengan benar dan wajar posisi
keuangan pemda, hasil dari operasi, dan perubahan-
perubahannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku.

Dasar yang digunakan dalam audit keuangan
daerah adalah UU No 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Sedangkan standar akuntansi yang
digunakan dalam audit keuangan daerah adalah PP
24/2005 dan petunjuk teknis, buletin dan jurnal yang
dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP).
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2.3  Profil Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelola  keuangan daerah  berdasarkan
Permendagri No 13 tahun 2006 dan refisinya melalui
Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai
berikut :

a. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah.

Sekretaris daerah selaku
pengelolaan keuangan daerah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD). PPKD dalam menjalankan
fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD).

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
selaku pejabat pengguna anggaran yang disebut
juga kepala dinas.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
yang mengelola anggaran tingkat SKPD.

koordinator

Bendahara  penerimaan  dan  bendahara
pengeluaran yang secara fungsional
bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD dan
secara administratif kepada kepala SKPD.

3.  ANALISIS PROSES BISNIS
Analisis proses pengelolaan keuangan dan
pelaporan daerah digambarkan dalam use case
diagram dan class diagram berikut :
3.1 Proses Kerja Sistem

Use case diagram adalah suatu diagram yang
menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari
sebuah system. Proses kerja system akuntansi

keuangan daerah tergambar dalam use case diagram

berikut :

Bag. Anggaran

-Transaksi
1
BUD
ﬁ
4
4

-Menyajikan PPKD

Sekretaris Daerah (Setda)

Sistem

Bendahara SKPD

Pengguna Anggaran

<] [X
{aporan Keuangan
W

-Mengesahkan W\ -If.da tangan

Kepala Daerah

Auditor -Audit

DPR-D

Gambar 1 : use case diagram sistem
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3.2  Proses Akuntansi Pendapatan

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang
jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek
dan merupakan inti dari pengembangan dan desain
berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan
(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus
menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan
tersebut(metoda/fungsi). Class Diagram akuntansi

penerimaan adalah sebagai berikut :

-Nama
-Rek.Bank

-NIP
i T -Buat STS

Class Diagram
Akuntansi Penerimaan

-No. STS

-Tgl. STS

-Sumber
-Keterangan
+JumlahSTS()
+JumlahAnggaran()

P Detail

-Rek Pendapatan
-Jumlah

+Sum(sub_total)()

-Jumlah
-Rek.Kas/Bank|

1

1= 1

Kas BUD
-Rek.BUD

Buku Bank
-Rek. Bank
+authorized()

Kas Bend. Penerimaan
-Rek. Bend.Penerimaan

0

Transaksi Jurnal

-Debet
-Kredit
+Check(balance)()

Gambar 2 : Class Diagram akuntansi penerimaan
Keterangan :
v' STS : Surat tanda setoran, yakni bukti transaksi
yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan.
v" BUD adalah bendahara umum daerah

0

3.3 Proses Akuntansi Belanja

1 [Nama

-Rek Bank
-NIP
1
1
1/ ‘1\

SP2DLS Gaji| [SP2D UP/GU/TU| [Py UPIGUITU| [SP2D Ls.Barang danJasal [Pengembalian Belanjal
-Rekening Rekening -Rekening

-Jumiah -Jumiah ~Jumlah

+C +C +C )

-Jumlah
+C

~Jumlah
+C

[uma Pengeluaran
[-Debet

[Kredit
[+Check(balance)()

+| Pembayaran
~Jumiah
|-Rek. Kas/Bank]

“[ka:
-~Jumiah
[+authorized()

Bank

Flumiah
[+authorized()

Gambar 3 : Class Diagram akuntansi pengeluaran

3.4 Proses Pelaporan Keuangan Daerah
Diagram flow pelaporan keuangan daerah
sampai di badan pemeriksa keuangan (BPK) adalah

sebagai berikut :
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Uraian Fungsi Akuntansi SKPKD KDH BPK

1. KDH menyerahkan LK PEMDA dan LK
Perusahaan Daerah bessta Surat
Pemyataan KDH kepada BPK

2. BPK melakukan pemeriksaan atas LK
PEMDA dan LK Perusahaan Daerah.
Pemeriksazn diselesaikan paiing lambat
2 buian soliah dierimanya LK

3. BPK menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang
telah diperiksa kepada KDH

4.KDH meneruskan Laporan Hasi
Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang
telah diperiksa kepada Fungsi Akuntansi
untuk disesuaikan

5. Fungsi Akuntansi melakukan
penyesuaian dan meyiapkan tanggapan
terhadao Laporan Hasil Pemeriksaan
Fungsi Akuntansi juga menambahkan
penjabaran LRA ke Laporan Keuangan.

6. Fungsi Akuntansi menyerahkan Laporan
Keuangan yang disertai Penjabaran LRA
kepata KDH

Gambar 4 : Diagram pelaporan keuangan daerah

4. DESAIN SISTEM
Tahap ini melakukan penerjemahan dari proses-

proses yang terjadi dalam lingkup akuntansi

keuangan daerah kedalam desain-desain sebagai
berikut :

4.1 Desain Transaksi
Berdasarkan hasil analisis proses bisnis yang

terjadi  dalam pengelolaan keuangan daerah,

beberapa proses penting yang mendapat perhatian
khusus dalam menyusun desain sistem informasinya
adalah sebagai berikut :

a. Terdapat pemisahan pengelolaan keuangan
SKPD dan SKPKD.

b. Meskipun ada pengelolaan yang terpisah,
SKPKD juga berlaku sebagai koordinator
laporan SKPD sehingga melakukan fungsi
integrasi sistem akuntansi seluruh SKPD untuk
menjadi laporan pemda.

c. Sebelum diserahkan ke pembahasan DPRD,
laporan yang kemudian disebut LK Pemda
tersebut di audit oleh BPK.

Secara keseluruhan, proses bisnis yang diusulkan
dalam sistem informasi akuntansi ini adalah sebagai
yang tercantum pada block diagram berikut :
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Bendahara Accounting Asal Dokumen
Pengeluaran /
SP2DL

Sy Budi Transaksi Saldo
Penerimaan Memorial e Pencatatan
Transaksi

Pengadaan Penyesuaian

Jumal Aset
Saldo Awal
dan
Penyesuaian

Bendahara
Penerimaa

SP2DLS Gajl
dan

Tunjangan SPJ Belanja

f Jumal SP2D | | Jumal P2D | | Jumal SP2D
Penototan | | LSGaiidan | [LSBarang dan | | Penerimaan
Tunjangan Jasa UPIGUTU

Lap. Penjabaran
Lap. Kerangka
Penjabaran
Lap Buku Bantu

Jumal SPY
Belanja
UPIGUTU

Pengklasifikasian
Penggolongan
Pengikhtisaran

KETERANGAN

Dok Transaksi

Laporan
Arus Kas

a
Lap Pendukung
Pengendalian Keuangan (Daerah)

dan Anggaran

Jumal otomatis
terbentuk

Gambar 5 : Alur sumber dokumen dan proses
pencatatan

Keterangan

v" STS, Surat Tanda Setoran

v' SP2D LS, Surat Perintah Pencairan Dana
Langsung.

v UP, uang persediaan adalah dana yang
diberikan untuk  belanja  rutin dan
dipertanggungjawabkan melalui surat
pertanggungjawaban (SPJ-UP).

v" GU, ganti uang adalah dana yang diminta untuk
mengembalikan  posisi UP  setelah UP
dipergunakan dalam SPJ-UP.

v' TU, tambahan uang adalah dana tambahan yang
diminta apabila UP tidak mencukupi.

4.2  Desain Database

Database dalam komponen sistem informasi
adalah aspek vital karena database adalah peta
proses yang terjadi dalam bisnis yang akan
dikembangkan. Strategi yang dikembangkan dalam
pembuatan sistem informasi ini, seluruh prosedur
dan fungsi-fungsi bisnis di tanam di database agar
tidak ada proses interpretasi dari programmer saat
men-develop software. Ini artinya jika ditemukan
perubahan di sisi database, yang dirubah cukup
prosedur dan fungsi yang ditanam, bukan script
program yang ditulis oleh programmer.

Desain database system akuntansi keuangan
daerah tersebut seperti tampak pada gambar berikut :
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md_akun md_kelompok md_jenis md_obyek
PK ‘lﬁ.&kun «— PKFK1 | kd_akun PKFK1 | kd_akun PKFK1 | kd_akun
PK kd_kelompok [ PK,FK1 ] PK,FK1 | kd_kelompok
‘nm_akun PK kd_jenis. PK,FK1 | kd_jenis.
nm_kelompok PK kd_obyek
nm_jenis
nm_obyek
d_kegiatan_apbd A
PK,FK1 md_rincian_obyek
PKFK2,FK3 | kd_urusan md_tahun PRt e akan
PIOPRZFIS |k bidang 3| PK | kd_tahun PKFK1 | kd_kelompok
PK Kd_ur_kegiatan ¢ . tahun PKFK1 | kd_jenis
PK kd_bid_kegiatan » e gﬁﬂ“ kd_obyek
PKFK2 kd_program l_rincian.obyek
PKFK2 | kd_kegiatan 4 > o naanobyek
plafon_apbd
plafon_apbd_p
* d_anggaran d_neraca
PK,FK1 | kd_tahun PK,FK2 | kd_tahun
PK,FK1 PK,FK3 | kd_urusan
e pend i | || e
PK | kd_dokumen PK,FK1 | kd_ur_kegiatan L PKFK1 | kd_akun
PK,FK1 | kd_bid_kegiatan PK,FK1
‘nm_dokumen PK,FK1 | kd_program ?ﬁiﬁ: %‘%ﬁk
PK,FK1 | kd_kegiatan JFK1 | kd_obyek
f r PK,FK2 | kd_akun PK,FK1 | kd_rincian_obyek
" PK,FK2 | kd_kelompok
CLOETEEY PKFK2 | kd jenis saldo_awal
PK | no_index PK,FK2 | kd_obyek
PK,FK2 | kd_rincian_obyek
no_transaksi
tgl transaksi nilai_anggaran md_kegiatan
FK2 | kd_tahun nilai_anggaran_p v
B |1a—prusan b 4 PKFK1 ﬁ
FK3 | kd_bidang PR | kd bidang
FK3 |kd_organisasi ol P kd_program
FK3 | kd_sub_organisasi PK kd kegiatan
jurnlah -
FK1 | kd_dokumen nm_kegiatan
wewenang md_urusan
44 PK |kd_urusan md_program
v v ‘nm urusan PK,FK1 | kd_urusan
md_organisasi - PKFK1 | kd_bidang
A 4 PK,FK1 | kd_urusan f PK kd_program
md_sub_organisasi PKFK1 | kd_bidang -
IHINES i md_bidang |4 nm_program
ProFit | bidang > proect [ umsan |
g nm_organisasi <
PR | a \_org PK kd_bidang
PK kd_sub_organisasi nm_bidang
nm_sub_organisasi
f d_jurnalve md_bidang_fungsi
d_transaksi_detail .
PRFKA - PK,FK1,FK2 | no_index PKFK1 | kd_fungsi
! no_index PK,FK2 | kd_urusan
FKa4 kd_tahun PK,FK2 | kd_bidang
FK3,FK4 |Kd_tahun FK3FKA | kd_urusan
FK2,FK4 |kd_urusan FK3.FK4 | kd_bidang keterangan
FK2,FK4 | kd_bidang FK3FK4  |kd_organisasi
FK2,FK4 | kd_organisasi FK3 kd_sub_organisasi 4
FKa kd_ur_kegiatan FK4 Kkd_ur_kegiatan AL
FK4 kd_bid_kegiatan FKa Kd_bid_kegiatan =
FKa4 kd_program FKa Kd_program PK ‘kd fungsi
Fi4 kd_kegiatan FK4 kd_kegiatan
k4 kd_akun FK4 kd_akun ‘ nm_fungsi
FKa4 kd_kelompok FKa kd_kelompok
FKa kd_jenis FK4 K jenis
FKa kd_obyek FK4 kd_obyek
FKa kd_rincian_obyek FKa kd_rincian_obyek
jumiah debet
FK2 kd_sub_organisasi Kredit

4.

3

Gambar 6 : Desain database sistem informasi
akuntansi

Desain Laporan
Laporan keuangan sebagai output dari sistem

harus dapat memenuhi kebutuhan :

a.

b.

Pelaporan keuangan SKPD, SKPKD dan
Pemda.

Pelaporan antar pejabat pengelola keuangan
daerah.

Alat audit internal sebelum laporan diserahkan
ke BPK selaku auditor dan DPRD.

Alat audit external, sistem harus mampu
mengeluarkan seluruh data dalam bentuk file
(doc, xIs) yang diminta oleh auditor

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, laporan-

laporan yang dibuat adalah sebagai berikut :

a.

Laporan SKPKD selaku daerah

e Neraca daerah

e Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah
sebelum konversi

e Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah
setelah konversi

¢ Neraca Saldo

¢ Buku besar

e Laporan jurnal
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Laporan SKPD

e Neraca SKPD
e LRA SKPD sebelum konversi
* LRA SKPD setelah konversi
e Neraca Saldo
e  Buku besar
e Laporan jurnal
c. Laporan pendukung
e Laporan semesteran
e Laporan buku besar per kegiatan
e Laporan buku besar belanja pemda
e Laporan buku bantu kas penerimaan dan
pengeluaran
e Laporan triwulan
[ ]

Laporan per sub dinas
d. Query

Adalah interface yang disediakan untuk meng-
execute SQL untuk mengeluarkan data-data dari
sistem melalui script SQL. Interface ini penting
karena auditor umumnya meminta data-data
pendukung yang belum tersedia di menu laporan
sehingga data dapat dikeluarkan melalu perintah
SQL.
5. APLIKASI SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI DAERAH
Aplikasi ini dibangun untuk digunakan oleh staf
PPK-SKPD dan PPKD dalam melakukan
pembukuan akuntansi. Sistem ini idealnya diinput
oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran sebagai
entitas dari nota keuangan.

Interface dan hasil jurnal yang dihasilkan
tampak seperti gambar berikut :

5.1 Transaksi penerimaan STS
Transaksi Pandapatan X

Fenyeloran Sepeti
Setoren e Surat Tanda Setoran St
BeETE NaSTS : 001 [02 Deserber 2010 ~|
Dinas [SekretaristDacrah -]
AkunKes: [Kas diBerdahors Penerimaan -
Keterangan - [Peneimaan pengembalian gai dan lsba PDAB ] e |
Nomor Dok Tanggal Dok [02 Desember 2010 -
[Kodz Rekening [Uraian Fincian Obyek. [Jurmizh e [=
[12mEa14100 Perdzpatan dari Pengenbalan Kelebihan Pembayaran G ai dan Turiangan 200000
[V 1.:20.034.1.301.04 Bagian Laba PDAB Slani 500000
< >
+ - =
Sirpan | Dafts Transaksi Baal ‘ Keluar I NEiDebet 2
Niai Kredit 700000

Gambar 7 : Form input penerimaan STS

Jurnal transaksi pendapatan adalah sebagai
berikut :

Jumnal Transaksi

Kode Rekening

1.20.0341.41003 gembaian Kelebihan Pembayaran Gaii dan Turiangan i 200,000
oot 120034130104 Bagion Laba PDAB Slani (i 500,000
oot 120033410101 R/KPemda 700,000 0
(i 120031110201  Kas di Bendshara Penerimaan i 700,000
< £

Gambar 8 : Jurnal penerimaan STS
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5.2 Transaksi Belanja Gaji dan Tunjangan
SP2D Belanja Tidak Langsung, 3]
[ Detol_Tuokiangwng [ __(SP2D)

No. SP2D. Tg. SP2D SKPD

b|1.201.2003.00.0051.1.01.01
1.201.20.03.00.0051.1.01.02

(G Pokok PNS / Llang Representast
Tunjangan Keluerga

Tuniangan Jabatan

Tuniangan Fungsional

Tuniangan U

Tunjangan Beras

Tuniangan PPH/Tunjangsn Khusus
Pembulaten Gai

2.394,252.560
222,067,880
174,025,000
20,810,000
165,130,000
162,262,000
60.177.309
54.3M

1.201.2003.00.0051.1.00.03
1.201.2003.00.0051.1.01.04
1.201.2003.00.0051.1.01.05
1.20.1.20.03.00.0051.1.00.06
1.201.2003.00.005.1.1.00.07
1.201.2003.00.0051.1.01.08

<

[01 Desember 2010 v | [sekretaiat Dazrah -]
Akun Kas [ Kz di Bendshar Pengeluaian -l
Untok Kepebian': Gai don turjangen setda ]
Marnar Dokumen Tal Dokumen {01 Desember 2010 | Detal
[od= Rekering [ursian fumtsh@p) [ &

PotarganPotngan e[ - TeTcfllr it
Uraian (No. Fieks [ umiah (R 1l o
| uraisn (o Rekening) [tumieh ) ‘7ppH 2 0
PPH 22 0
& 2 remz a
JrlDiminka [3.185,73,050 | [ e fpeas 0
Jrl Patongan 3 il Dibayakan [3.188,773.050 < 3

WP [0 | Askes [0

o | | ped | e |

Taperum [0 | Lsinnpa [0

Gambar 9 : Form Input Belanja Gaji dan Tunjangan

Jurnal transaksi belanja gaji dan tunjangan adalah
sebagai berikut :

| umal Transakei

Kode Rekening Nama Rekering

1.201.20.03.00.00.1.1.1.03.00
1.201.2003.00.00.3.4.1.01.00
1.201.20,03.00,005.1.1.01.00
1.201.2003.00.005.1.1.01.02

R/K Pemda
G Pokok PS # Uang Representasi
Tunjangan Keliargs

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Urum

Tunjangan Beras

Tunjangai PP/Turjangan Khusus
Pembulatan Gai

2,334.252.560
222,067,660
174,025,000
20,810,000
165,130,000
152,262,000
60,177,309
54,301

1.201.2003.00.005.1.1.01.03
1.201.2003.00.005.1.1.01.04
1.201.2003.00.005.1.1.01.05
1.201.2003.00.005.1.1.01.06
1.201.2003.00.005.1.1.01.07
1.201.2003.00.005.1.1.01.08

Gambar 10 : Jurnal Belanja Gaji dan Tunjangan

5.3 Transaksi-transaksi lainnya adalah sebagai
berikut :

a. Transaksi SP2D LS barang dan jasa

b. Transaksi penerimaan SP2D UP/GU/TU

c. Transaksi SPJ / belanja GU/TU

d. Transaksi pengembalian gaji

e. Transaksi pengembalian LS

f. Transaksi pengembalian sisa UP/TU

g. Transaksi penyesuaian — Jurnal umum.

5.4  Orientasi Kemandirian Audit

Kemandirian audit dalam penelitian ini

diletakkan pada :

a. Desain database dengan memecah seluruh
kode kedalam bentuk atomik (bentuk
terkecil) agar kedalaman detail data dapat
ditampilkan untuk keperluan audit.

b. Output yang disediakan tidak hanya yang
dipersyaratkan oleh perundang-undangan,
lebih dari itu disediakan pula laporan-
laporan detail untuk pemeriksaan nilai-nilai
laporan keuangan akhir dengan detail-detail
buku bantu dan bukti bendahara.

c. Dibuat form query SQL yang tampilannya
dapat di export ke dalam format xIs.

6. SIMPULAN

Hasil dari analisis dan aplikasi yang

dikembangkan tersebut maka dapat ditarik

kesimpulan adalah sebagai berikut :
a. Implementasi sistem informasi akuntansi ini
memudahkan staf pengelola keuangan dalam

0 [i
0 3188773050
i
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melakukan pencatatan akuntansi berbasis
transaksional sehingga petugas tidak lagi
mencatat dalam bentuk double entri (jurnal
umum). Sehingga tanpa harus menguasai
akuntansi sekalipun diharapkan petugas dapat
melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan
akuntansi keuangan daerah.

Terbentuknya laporan akhir secara otomatis
berikut dengan buku bantu jurnal, buku besar
dan laporan-laporan  pendukung lainnya
memudahkan PPK-SKPD / PPKD yang paling
bertanggungjawab dalam laporan keuangan
dapat dengan mudah melakukan auditing secara
mandiri sebelum laporan tersebut diaudit oleh
auditor external.

Dibuatnya  fasilitas Query SQL  dapat
menjembatani permintaan auditor terhadap data-data
yang sudah tersimpan dalam sistem akan tetapi tidak
ada di laporan.
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